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ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menandai babak baru dalam
perkembangan politik hukum pertambangan di Indonesia. UU Minerba yang
terbaru ini membawa perubahan signifikan, termasuk pengalihan kewenangan
penerbitan izin pertambangan sepenuhnya dialihkan ke pemerintah pusat.
Perubahan ini memicu kontroversi karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai
konstitusi dan semangat reformasi, serta menghilangkan peran pemerintah daerah
dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk
memahami dasar kebijakan yang diambil dalam Undang-Undang Mineral dan
Batubara terbaru, prinsip-prinsip dasar dalam pengalihan kewenangan perizinan,
serta bagaimana pengalihan perizinan tersebut ditinjau dari perspektif Siyvasah
dusturiyyah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (library
research) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui penelusuran dan
telaah bahan hukum berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-
undangan, dan sebagainya. Sumber data terdiri dari, data primer berupa peraturan
perundang-undangan, dan data sekunder yang diperoleh dari buku/jurnal/artikel
ilmiah lainnya, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini Undang-Undang Mineral dan Batubara No 3 Tahun
2020 menunjukkan adanya penurunan peran Pemerintah Daerah dalam penerbitan
izin pertambangan. Sementara itu terdapat sejumlah isu dan dampak negatif dari
pengalihan perizinan usaha pertambangan yang dituangkan dalam Undang-Undang
No. 3 Tahun 2020. Di antaranya adalah kemungkinan risiko terhadap lingkungan,
keterbatasan keterlibatan masyarakat, dan pengalihan kewenangan perizinan
perusahaan pertambangan kembali ke tingkat federal. Ditinjau dari Siyasah
dusturiyyah bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, terkait
kewenangan perizinan usaha pertambangan minerba telah mengabaikan peran
penting Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pusat kegiatan pertambangan.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pengalihan Kewenangan, Siyasah Dusturiyyah



ABSTRACT

The law of the number 3 years 2020 marks a new chapter in the political
development of mining law in Indonesia. The new Mining Law brought significant
changes, including the transfer of authority to issue mining licenses entirely to the
central government. This change sparked controversy because it was considered
contrary to constitutional values and the spirit of reform, as well as eliminating the
role of local governments in mineral and coal mining activities. This study aims to
understand the policy basis taken in the latest Mineral and Coal Law, the basic
principles in the transfer of licensing authority, and how the transfer of licensing is
viewed from the perspective of Siyasah dustiriyyah.

This research uses a descriptive-analytical type of library research with a
normative juridical approach. Data collection is done by literature study through
search and review of legal materials in the form of books, scientific journals,
legislation documents, and so on. Data sources consist of primary data in the form
of laws and regulations, and secondary data obtained from books/journals/other
scientific articles, then analyzed with qualitative analysis.

The results of this study Mineral and Coal Law No. 3 of 2020 show a
decrease in the role of the Regional Government in issuing mining licenses.
Meanwhile, there are a number of issues and negative impacts of the transfer of
mining business licensing as outlined in Law No. 3 of 2020. Among these are
possible risks to the environment, limited community involvement, and the transfer
of licensing authority for mining companies back to the federal level. In terms of
Siyasah dustiriyyah, Law Number 3 of 2020, related to the authority of mineral
and coal mining business licensing, has ignored the important role of the
Regency/City Government as the center of mining activities.

Keywords: Politics of law, The transfer of authority, Siyasah Dusturiyyah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945.! (selanjutnya dikenal sebagai UUD NRI 1945) memberikan
otonomi sebesar-besarnya kepada Pemerintah Daerah dalam upaya desentralisasi,
kecuali hal-hal yang menurut Undang-Undang menjadi tanggungan oleh
pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah melaksanakan
tanggung jawab pemerintahan bekerja sama dengan DPRD berdasarkan prinsip
kemandirian dan pendelegasian tugas. Penyelenggaraan ini menganut asas otonomi
sebesar-besarnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.? Akan
tetapi, dalam pelaksanaan otonomi daerah terus mengalami perubahan yang sangat
siginifikan akibat tantangan dari berbagai aspek, terutama adanya revisi UU No 4
Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara jadi Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.® Terutama perubahan terkait
pemberian kewenangan izin usaha pertambangan.

Dalam Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara
memberi otonomi hak dan wewenang pada Pemerintah Daerah dalam mengelola,

termasuk wewenang untuk memberikan izin usaha pertambangan. Akan tetapi,

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

3 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara sebagaiman yang telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.



setelah dilakukan perubahan menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020, tidak lagi
memberikan wewenang terhadap Pemerintah Daerah dalam artian bahwa yang
memiliki otoritas dalam pengaturan mineral dan batubara yakni Pemerintah Pusat.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan
Batubara mengandung makna bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diserahkan
oleh Pemerintah Daerah. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diperbolehkan
oleh Bupati atau Walikota ketika dalam satu wilayah. Apabila (WIUP) mencakup
sejumlah kabupaten atau kota dalam suatu wilayah, Gubernur memberikan
persetujuan setelah mendapat usulan dari Kabupateb atau Kota yang bersangkutan.
Untuk (WIUP) yang melampaui batas provinsi, pengesahan diberikan oleh Menteri.
Bagaimanapun, UU No 3 Tahun 2020 yang merupakan revisi dari UU No 4 Tahun
2009 menghilangkan pengaturan tersebut.

Sementara itu, Pasal 4 UU No 4 Tahun 2009 yang pada awalnya
menyatakan, bahwa pengelolaan mineral dan batubara dilakukan oleh Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah, telah diubah. Sekarang, pengelolaan pertambangan
mineral dan batubara sepenuhnya berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat.

Peralihan kewenangan tersebut dipicu oleh sejumlah alasan dan hambatan
terkait izin usaha pertambangan yang menjadi tantangan oleh Pemerintah Daerah.
Oleh karena itu, perlunya langkah cepat untuk memastikan pengelolaan tambang
yang jauh lebih efektif. Dalam kajian ilmiah mengenai Undang-Undang Minerba,
dikatakan bahwa pengambilalihan kewenangan oleh Pemerintah Daerah dan
Pemerintah Kota telah menghasilkan sejumlah tantangan. Sekitar 8000 IUP

diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota hingga akhir tahun 2014, dari jumlah



tersebut, sebagian memiliki masalah atau belum memenuhi kriteria clean and clear
(CNC).* Hal ini kemudian mendorong Pemerintah Pusat untuk merombak kembali
struktur kewenangan dalam sektor mineral dan batubara, dengan menyempurnakan
proses pemberian izin tambang di seluruh Indonesia dan menetapkan kerangka
hukum yang lebih terperinci untuk proses clean and clear (CNC).> Meskipun
demikian, hal tersebut mengindikasikan bahwa prinsip otonomi daerah menjadi
lebih terbatas. Selain itu, dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara tidak ada
ketentuan yang menekankan kewajiban perusahaan pertambangan untuk
melakukan reklamasi dan kegiatan pasca tambang, yang berpotensi menyebabkan
kerusakan lingkungan yang berkelanjutan.

Undang-Undang minerba terbaru, menjadi tonggak penting bagi evolusi
politik hukum pertambangan di Indonesia. Melalui Undang-Undang ini, beberapa
perubahan signifikan diperkenalkan, termasuk pengalihan wewenang penerbitan
izin pertambangan kepada Pemerintah Pusat. Penerbitan izin pertambangan oleh
Pemerintah memberi pemilik izin hak untuk menjalankan operasi penambangan
guna mencapai tujuan tertentu, meskipun tujuan tersebut mungkin berbeda dari
yang telah ditetapkan. Secara filosofis, tujuan pemberian izin pertambangan adalah
agar memperbaiki ekonomi nasional dan menggapai kesejahteraan Rakyat.
terbitnya izin untuk kegiatan komersial, pertambangan minerba, berfungsi sebagai

alat mencerminkan relasi hukum antar Negara dan juga badan hukum. Dalam artian,

4 Muhammad Salman Al-farisi, “Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pertambangan
Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020,” Jurnal limiah Ecosystem, Vol.
21:1 (April 2021).

® Ibid.



izin pertambangan ini harus berfungsi sebagai instrumen hukum untuk
mengendalikan dan memantau aktivitas pertambangan mineral dan batubara.®

Siyasah dusturiyyah, dalam kajian figh Siyasah, merujuk pada aspek yang
menangani persoalan-persoalan hukum negara, terutama terkait dengan regulasi
hukum dan pembagian kewenangan pemerintahan. Konsep ini mencakup berbagai
elemen penting seperti konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, syura (konsultasi
atau musyawarah), supremasi hukum, dan hubungan antara masyarakat dengan
Pemerintah, termasuk hak yang harus dijamin serta ditegakkan oleh Negara.

Dalam konteks Siyasah dusturiyyah, konstitusi berfungsi sebagai kerangka
dasar yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan serta hak-hak fundamental
warga negara. Legislasi melibatkan proses pembentukan hukum yang sesuai
dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga demokrasi
dan syura merupakan mekanisme partisipasi warga negara dalam proses
pengambilan keputusan, memastikan bahwa suara rakyat didengar dan
diperhitungkan dalam pemerintahan.

Supremasi hukum adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua tindakan
pemerintah harus didasarkan pada hukum yang adil dan transparan, serta bahwa
semua individu, termasuk pejabat negara, harus mematuhi hukum yang sama.
Hubungan antara Pemerintah dan warganya melibatkan kewajiban Pemerintah

untuk melindungi hak-hak warganya dan memastikan kesejahteraan mereka,

® Rika Putri Wulandari; Muhammad Helmi Fahrozi, “Politik Hukum Pegalihan Izin Usaha
Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah,” Jurnal Sosial
Budaya Syar’i, Vol. 8:1 (Maret 2021).



sementara warga Negara punya tanggung jawab untuk mematuhi hukum serta
berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Secara keseluruhan, Siyvasah dusturiyyah memiliki tujuan menciptakan
sistem pemerintahan yang adil dan efektif, yang menjamin keadilan, kesejahteraan
bagi semua warga negara.” Penjelasan tersebut menjelaskan mengapa penulis
tertarik untuk mengkaji Politik Hukum Pengalihan otoritas Pemerintah Daerah
dalam mengizinkan Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah.
B. Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan diatas, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai

berikut:

1. Bagaimana politik hukum ketentuan pengalihan kewenangan pemerintah
daerah dalam perizinan usaha pertambangan berdasarkan UU No 3 tahun
2020 tentang Mineral dan Batubara.

2. Bagaimana pandangan Siyasah dusturiyyah terhadap pengalihan
kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan usaha pertambangan
berdasarkan UU No 3 tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian

Tujuan pada penelitian dilihat dari rumusan masalah sebelumnya di atas,

diuraikan sebagai berikut:

7 M. Igbal, Figh Siyasah: Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam (Jakarta: Prenamedia
Group, 2014), him. 177.



a. Menganalisa politik hukum yang mendasari ketentuan izin usaha
pertambangan dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan
Batubara, yang mengalihkan kewenangan pemerintah daerah.

b. Menjelaskan perspektif Siyvasah dusturiyyah terhadap pengalihan
kewenangan pemerintah daerah dalam hal perizinan usaha
pertambangan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral
dan Batubara.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharap dapat berkontribusi positif bagi:

a. Manfaat teoritis
Manfaat penelitian ini oleh penulis diharap agar dapat memberikan

kontribusi ilmu dan informasi. Kegunaan yang paling diharapkan dari

penulis adalah dapat memberikan gambaran bagaimana pengalihan
kewenangan Pemerintah Daerah disikapi oleh politik hukum dalam

Undang-Undang terbaru No 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara.

b. Kegunaan penelitian
1) Bagi penulis, sebagai tambahan ilmu mengenai problem masalah

yang berhubungan dengan politik hukum pengalihan kewenangan
pemerintah daerah dalam UU No 3 tahun 2020 tentang mineral dan
batu bara dan signifikansinya terhadap siyasah dusturiyyah,
disamping itu juga salah satu prasyarat dalam program Magister
Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga pada program studi Hukum Tata

Negara.



2) Bagaimana akademik, sebagai sumber Kkutipan yang dapat
dikembangkan oleh para peneliti, pustakawan dan menjadi manfaat
bagi perpustakaan secara umum maupun secara hukum, khususnya
mengenai pengalihan kewenangan Pemerintah Daerah dalam izin
usaha pertambang.

D. Telaah Pustaka

Berdasar pada penelusuran yang dilakukan, ditemukan studi yang relevan yang
dengan judul penelitian ini. Dengan maksud menghindari pengulanagn pada
penelitian terdahulu.

Dalam penelitian Derita Prapti Rahayu, Faisal yang berjudul® “Politik
Hukum Mengenai Kewenangan Perizinan Pertambangan Setelah UU Minerba
Diubah”, masalah yang dikaji adalah dinamika politik hukum terkait kewenangan
perizinan mineral dan batubara yang mengalami perubahan signifikan. Penelitian
ini bertujuan untuk memahami dasar-dasar politis dan filosofis dari peraturan
perundang-undangan yang menjadi landasan perubahan UU Minerba, serta
bagaimana perubahan ini mempengaruhi kewenangan dalam pengaturan perizinan
pertambangan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif.
Hasil analisis menunjukkan bahwa kewenangan daerah, yang sebelumnya
merupakan kewenangan delegasi, telah berubah dengan diterapkannya paradigma

sentralisasi dalam penerbitan perizinan terpadu.

8 Derita Prapti Rahayu, Faisal “Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca
Perubahan Undang-Undang Minerba,” Journal Pandecta, Vol. 16:1 (Juni 2021).



Tesis Igbal Shalihin®, Dalam penelitian berjudul "Pengembalian
Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Memberikan 1zin Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara," Permasalahan yang dipertimbangkan adalah
dampak pemberlakuan Peraturan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah tentang kewenangan perijinan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk memutuskan apakah proses pemberian izin sudah
sesuai dengan pengaturan Peraturan Nomor 23 Tahun 2014. Dengan menggunakan
filosofi yuridis-sosiologis, pendalaman ini mengkaji keabsahan pengaturan terkait
peraturan tersebut. Informasi dikumpulkan dari sumber tambahan, seperti
kepustakaan.

Jurnal Nizhaf Roazil Jamil.}° dengan tema "Dampak Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang perizinan Pertambangan terhadap otonomi daerah dan
masalah implementasinya” Implementasi izin perusahaan pertambangan dalam
kerangka otonomi daerah dan implikasinya terhadap interaksi antara Pemerintah
Pusat dan Daerah menjadi fokus pemabahasam. Studi ini bertujuan untuk
memahami masalah yang terkait dengan izin pertambangan sesuai dengan No. 3
Tahun 2020, yang mengatur pertambangan batubara dan mineral, dalam konteks
otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan hukum normatif atau kepustakaan,

yang menggunakan literatur seperti buku dan jurnal sebagai landasan analisis.

® Igbal Shalihin, “Kewenangan Pemerintah Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” Tesis Universitas Andalas, (Juli 2018).

10 Nizhaf Roazil Jamil, dengan tema "Dampak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang lzin Usaha Pertambangan (UU Minerba) terhadap otonomi daerah dan masalah
implementasinya,” Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, VVol. 2:2 (Maret 2022).



Jurnal Jaelani Siti Fatimah, ! berjudul "Perspektif Desentralisasi
Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan dalam UU Minerba”, yang merupakan
perubahan dari UU Nomor 4 Tahun 2009 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang
mineral dan batubara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dampak
dari UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap proses desentralisasi, terutama yang
berkaitan dengan risiko bisnis yang terkait dengan ekstraksi batubara dan
pertambangan. Studi ini menerapkan yuridis normatif. Buku-buku hukum,
makalah-makalah opini hukum, dan publikasi lainnya termasuk dalam bahan-bahan
yang digunakan dalam studi kepustakaan untuk mengumpulkan informasi.

Jurnal RP Wulandari dan Muhammad H. F.'?> Dengan judul “Politik
Hukum Pengalihan Izin Usaha Pertambangan ke Pemerintah Pusat dari
Kewenangan Pemerintah Daerah”, penelitian ini menyoroti dampak politik hukum
yang sebagian besar berupa bahaya pemberian izin usaha pertambangan oleh
negara. Metode yuridis normatif merupakan strategi yang diterapkan dan
didasarkan pada analisis sumber-sumber kepustakaan. Penelitian ini menggunakan
metodologi konseptual dan perundang-undangan. Data sekunder yang digunakan
dianalisis secara kuantitatif dan berasal dari beberapa sumber, seperti teks hukum

primer, sekunder, dan tersier.

1 Jaelani Siti Fatimah, “Perspektif Desentralisasi Kewenangan Perizinan Usaha
Pertambangan dalam UU Minerba,” Jurnal Tana Mana, Vol. 4:1 (Mei 2023).

12 Rika Putri Wulandari dan Muhammad Helmi Fahrozi, “Politik Hukum Pegalihan 1zin
Usaha Pertambangan Pada Pemerintah Pusat Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah,” Jurnal
Sosial Budaya Syar’i, Vol. 8:1 (Maret 2021).
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Jurnal ilmiah Nur Fadilah Al Idrus.t3, "Dampak Politik Hukum dan Reaksi
Masyarakat terhadap Undang-Undang Minerba". Penelitian ini bertujuan agar
mampu mengetahui kebijakan hukum Pemerintah mempengaruhi pembaharuan UU
Minerba dan bagaimana masyarakat menanggapinya. Penelitian menggunakan
metodologi penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan buku, situs web,
jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber data.

Jurnal ilmiah Nur Ariatmoko.*, dengan judul “Analisa Politik Hukum
Undang-Undang Minerba Sektor Batubara Indonesia”, isu yang timbul dalam
penelitian ini berhubungandengan konsep dan posisi UU No 3 Tahun 2020 dalam
sektor pertambangan batubara, serta bagaimana penegasan terhadap beberapa
Lembaga Negara dalam konteks penyelidikan dan penelitian. Metode penelitian
yang digunakan pada penelitian ini adalah study literatur yang ditulis dalam riset
yuridis-normatif dan pengamatan. Pengkajian literatur yang dipakai pada
pengkajian pustaka ini sebagai sumber info yang terbaru dan beberapa kasus
kontroversi UU Minerba utamanya pertambangan batubara Indonesia. Sumber
hukum yang di pakai pada penelitian ini ialah sumber hukum sekunder dengan
menyertakan data tambahan yang memberikan dukungan beberapa buku, jurnal,

tesis, website dan sumber yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

13 Nur Fadilah Al Idrus, “Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas
Pembaharuan Undang-Undang Minerba,” jurnal JPHK, Vol. 3:2 (Agustus 2022).

14 Nur Ariatmoko, “Analisa Politik Hukum Undang-Undang Minerba Sektor Batubara
Indonesia,” jurnal Strata Law Review, Vol. 1:1 (Maret 2023).
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E. Kerangka Teoritik
1. Politik hukum
Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum adalah “legal policy
atau garis (kebijakan) resmi mengenai hukum yang akan diberlakukan baik
dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama,
dalam rangka mencapai tujuan negara”.*

Politik memengaruhi hukum karena kekuatan politik memiliki
pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan hukum. Oleh karena itu,
hukum menjadi lemah ketika dihadapkan pada politik. Lev berpendapat, untuk
memahami sistem hukum di tengah transformasi politik, perlu melihat serta
mempertimbangkan peran sosial politik yang dimainkan masyarakat. Karena
konsentrasi kekuasaan politik yang semakin besar di Indonesia, politik sering
mengganggu otonomi hukum, baik dalam proses perumusan maupun
pelaksanaannya.'®

Politik hukum suatu negara adalah bentuk yang akan diterapkan pada
hukum, yang terdiri dari hukum tidak tertulis, hukum tertulis, dan hukum
tertulis yang dikodifikasi.t” Hukum tidak tertulis mencakup kebiasaan, tradisi,
adat istiadat, dan kesepakatan lisan. Hukum tertulis yang terdokumentasikan

meliputi konstitusi, UU, peraturan pemerintah, keputusan Presiden, dan

15 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT Pustaka LP3ES
Indonesia, 2001), him. 9.

18 1bid.

17 Soedirman.K, Pengantar Tata Hukum Di Indonesia. (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1997),
him. 37.
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berbagai peraturan lainnya. Hukum tertulis kodifikasi adalah aturan
perundang-undangan dan aturan yang disusun secara sistematis dalam Kitab
Undang-Undang.'® Sehingga dikatakan bahwa politik hukum ialah kebijakan
yang diambil oleh penyelenggara dalam rangka membuat sistem Nasional yang
nantinya akan berguna untuk mewujudkan cita-cita Bangsa.

Politik hukum dalam pertambangan merujuk pada kebijakan dan
regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur sektor pertambangan ini
mencakup berbagai aspek seperti perizinan, pengelolaan sumber daya,
perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Politik hukum
bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial,
dan lingkungan.!® Sudah menjadi hal yang umum bagi politik untuk
memengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Tidak terkecuali dalam hal
kewenangan perizinan, di mana waktu yang diberikan kepada pemerintah
daerah untuk menjalankan fungsi kepengurusan wewenang, seperti
mengeluarkan dan mencabut perizinan, semakin berkurang.?

2. Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah ialah konsep dalam hukum dan politik Islam yang
berkaitan dengan tata pemerintahan dan administrasi negara yang berlandaskan
pada prinsip-prinsip Islam. Kata “Siyasah™ berarti politik atau tata kelola,

sedangkan “dusturiyyah’ berasal dari kata "dustur" yang berarti konstitusi atau

18 Bernhard Limbong, Politik Pertanahan (Margaretha Pustaka: Jakarta), him. 182.

19 Rizkyana, dan Lita, “Kajian Politik Hukum tentang Perubahan Kewenangan Pemberian
Izin Usaha pertambangan Mineral dan Batubara,” Jurnal Law Reform, VVol. 11:2 (September 2015).

20 1bid.
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peraturan dasar. Jadi, Siydsah dusturiyyah dapat diartikan sebagai politik
konstitusional dalam kerangka hukum Islam. Siyasah dusturiyyah mengacu
pada aturan, kebijakan, dan prinsip yang mengatur struktur dan fungsi
pemerintahan serta hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan hukum
Islam (syariah).?! Konsep ini mencakup bagaimana konstitusi, undang-undang,
dan peraturan dalam suatu negara Islam harus dibentuk dan diimplementasikan
sesuai dengan ajaran Islam.

Siyasah dalam bahasa memiliki beberapa makna, seperti tindakan
memerintah, merumuskan kebijakan, mengurus, dan mengendalikan. Namun,
secara istilah, Siyasah merujuk pada manajemen kepentingan umat sesuai
dengan hukum agama. As-Siyasah bersumber dari kosa kata bahasa Arab, yang
merupakan istilah Islam untuk pendidikan, pelatihan, dan budi pekerti.?

Al-Qur'an adalah sumber utama Siyasah, karena di dalamnya terdapat
ayat-ayat yang membahas ide-ide besar, prinsip-prinsip kehidupan sosial, dan
esensi dari ilmu Al-Qur'an dan, hadis adalah sumber kedua, terutama hadis
tentang kebijaksanaan Nabi dalam menerapkan hukum di Negara-Negara Arab
dan kepemimpinannya (imamah).?®

Dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang

diperbolehkan namun tidak memiliki petunjuk khusus, sangat mungkin

2L Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Politik Islam, alih bahasa Ajmal Arif (Jakarta
Timur: Griya [lmu, 2014), him. 13.

22 A. Djazuli, Figh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), him. 24.

23 1bid.
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menggunakan perspektif Siyasah dusturiyyah untuk memahami kejadian
tersebut. Sebagai contoh dimana kebijakan yang diambil harus
mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang
terlibat. Hal ini meliputi pemberian kompensasi yang layak bagi masyarakat
yang terdampak, serta memastikan bahwa hasil dari pertambangan
memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Dalam
sejarah, aturan-aturan utama yang disusun dalam konteks dusturiyyah adalah
arahan-arahan yang diberikan oleh Nabi saat menetapkan konstitusi Madinah.
Substansi dari konstitusi ini adalah aturan-aturan yang mengatur kehidupan,
baik dalam aspek kenegaraan, legislasi, agama, maupun kehidupan sosial.
Tujuannya adalah untuk terus bertahan dan saling menghormati satu sama
lain.?*
F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian studi pustaka merupakan pendekatan penelitian yang
menggunakan  sumber-sumber  tertulis = sebagai basis utama untuk
mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menyusun temuan yang di
proleh dari berbagai sumber pustaka seperti jurnal, ensiklopedia, buku, dan
lainnya yang sesuai dengan topik penelitian. Metode ini meliputi kegiatan
membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian dari berbagai sumber

literatur.

24 M. Edward Rinaldo, Herwin Yoki Pradikta, “Analisis Figh Siyasah Dusturiyah dalam
Pembentukan Peraturan tentang Trading In Influence dalam Hukum Positif di Indonesia,” As-Siyasi:
Journal Of Constitutional Law, Vol. 1:1 (April 2021).
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2. Sifat penelitian

Karakter penelitian ini, melanjutkan studi kepustakaan yang bersifat
deskriptif-analitis, dengan tujuan menjelaskan secara rinci setiap konsep yang
relevan dengan topik penelitian, kemudian menganalisis hasil-hasil tersebut
untuk menentukan signifikansi dari temuan-temuan yang diperoleh.
3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah yuridis-normatif, yang berfokus pada
studi aturan hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang mengatur
masyarakat. Teori ini menekankan analisis terhadap peraturan perundang-
undangan, doktrin hukum, dan putusan untuk memahami dan menjelaskan
hukum yang berlaku. Pendekatan yuridis-normatif juga melibatkan analisis
terhadap praturan perundang-undangn yang terkait dengan isu yang sedang
diteliti.
4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode dengan mengumpulkan data-data
dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data primer dan
sekunder. Data diperoleh melalui analisis bahan-bahan bacaan seperti buku,
jurnal ilmiah, dokumen hukum, Siyasah Dusturiyah tertentu beserta sumber
lain yang berkaitan dengan topik penelitian dengan pendekatan studi
kepustakaan.
5. Sumber Data

Sumber data dari penelitian terdapat dua jenis yaitu primer dan skunder.
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a. Data Primer
Sumber data primer yang menjadi fokus penelitian ini mencakup
UUD 1945, UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
b. Data Sekunder
Data pendukung yang digunakan untuk melengkapi data primer dalam
penelitian ini adalah data sekunder. Seperti artikel, buku-buku politik
hukum, modul, makalah seminar yang berkaitan dengan politk hukum dan
Siyasah dusturiyyah.
6. Teknik Analisis data
Analisis kualitatif adalah metode analisis yang digunakan dalam penelitian
ini. Agar data lebih mudah dipahami dan dianalisis, metode ini mengharuskan
dilakukannya analisis data secara sistematis dan terstruktur serta menyajikan
hasilnya dalam bentuk kata-kata yang koheren dan tidak tumpang tindih.
Setelah semua data terkumpul, peneliti menggunakan analisis kualitatif untuk
menilai secara induktif yaitu, bergerak dari isu-isu khusus ke kesimpulan yang
lebih luas.
G. Sistematika Pembahasan
Ada 5 (lima) pokok pembahasan pada penelitian ini yang akan di uraikan dalam
sistematika pembahasan, meliputi:
Bab pertama, mencakup pendahuluan yang menyajikan pengantar meliputi

rencana penelitian, termasuk latar belakang yang melatarbelakangi penulisan tesis,
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perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaatnya, tinjauan literatur, kerangka
teori, metode penelitian, dan struktur pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang aspek teori terkait permasalahan dalam
pembentukan hukum di Indonesia, terutama mengenai pengalihan kewenanagan
pemerintah daerah dalam memberi izin untuk usaha pertambangan sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam UU No 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan
Batubara. Pembahasan mencakup isi undang-undang tersebut serta isu-isu terkait
dasar hukum yuridis, sosiologis, dan filosofis yang mendasari serta mempengaruhi
keberadaannya dan perkembangannya.

Bab ketiga, membahas mengenai penegembangan landasan teori lebih
lanjut dari sub-sub pada kerangka teori politik hukum dan Siyasah dusturiyyah
yang di dalamnya membahas persoalan perundang-undangan negara. Dalam
pembahasan ini akan dimulai dengan Undang-Undang Dasar 1945, sampai pada
prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan.

Bab empat, berbicara tentang kajian informasi yang menjawab definisi
permasalahan yang dikaji berkenaan dengan pandangan Siyasah dusturiyyah
mengenai persoalan hukum pertukaran spesialis pemerintah daerah dalam perizinan
perdagangan pertambangan seiring dengan UU No 3 Tahun 2020 tentang Mineral
dan Batubara.

Bab kelima, bagian terakhir dari bab ini merupakan bagian terakhir dari
keseluruhan rangkaian persiapan untuk pekerjaan ini Bab ini berisi kesimpulan

penulis atas temuan penelitian dan saran yang ingin disampaikan kepada pembaca.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Politik hukum pengalihan kewenangan Pemerintah Daerah dalam
perizinan usaha pertambangan Undang-Undang Mineral dan Batubara No
3 Tahun 2020 menunjukkan hilangnya peran Pemerintah Daerah dalam
penerbitan izin pertambangan, kemungkinan risiko terhadap lingkungan
dan keterbatasan keterlibatan masyarakat.

2. Siyasah dusturiyyahterhadap pengalihan kewenangan Pemerintah Daerah
dalam perizinan usaha pertambangan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020
tentang Mineral dan Batubara, menimbulkan ketidakseimbangan dalam
hubungan Pemerintah dengan rakyatnya, serta mengurangi peran
masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan usaha pertambangan
mineral dan batubara.

B. Saran

Dalam penelitian ini sangat banyak kekurangan baik itu dari refrensi dan
pendalaman analisis, oleh karena itu peneliti menyarankan untuk penelitian
selanjutnya membahas mengenai:

1. Analisis Efektivitas Implementasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020
a. Lakukan studi kasus di beberapa daerah untuk menilai bagaimana

pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan telah
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diimplementasikan. Apakah ada perbedaan signifikan dalam kinerja
perizinan sebelum dan sesudah pengalihan kewenangan?

b. Evaluasi sejauh mana tujuan dari pengalihan kewenangan ini telah
tercapai, misalnya dalam hal peningkatan efisiensi administrasi,
percepatan proses perizinan, dan peningkatan investasi.

2. Kajian Sosial, Ekonomi dan Lingkungan:

a. Selidiki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pengalihan
kewenangan perizinan ini terhadap masyarakat lokal dan daerah.
Apakah kebijakan ini membawa manfaat atau malah menimbulkan
masalah baru?

b. Analisis peran masyarakat adat dan hak-hak mereka dalam konteks
pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan.

3. Perspektif Siyasah Dusturiyyah

a. Lakukan analisis mendalam tentang prinsip-prinsip Sivasah
dusturiyyah (politik konstitusional Islam) yang relevan dengan
kebijakan pengalihan kewenangan ini. Bagaimana prinsip-prinsip ini
dapat diintegrasikan ke dalam praktik pengelolaan perizinan
pertambangan?

b. Kajian normatif tentang kesesuaian Undang-Undang No. 3 Tahun
2020 dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi
publik menurut Siyasah dusturiyyah.

Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang

komprehensif dan mendalam tentang dampak, tantangan, dan peluang dari
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pengalihan kewenangan perizinan usaha pertambangan, serta menawarkan solusi

yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemaslahatan publik.
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TERJIEMAHAN AL-QUR’AN

Bab

Hlm

Ayat Al-Qur’an

Terjemahan

45

Q.S. al-Bagarah
[2]:30

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman
kepada para Malaikat: "Sesungguhnya
Aku hendak menjadikan seorang
khalifah di muka bumi". Mereka
berkata: "Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang
yang akan membuat kerusakan padanya
dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji
Engkau dan mensucikan Engkau?"
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku
mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui".

46

Q.S Az-Zariyat
[51]:56

Dan aku tidak menciptakan jin dan
manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku.

93

Q.S Ali Imran
[3]:159.

"Maka berkat rahmat Allah engkau
(Muhammad) berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya engkau
bersikap keras dan berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari
sekitarmu. Karena itu maafkanlah
mereka dan mohonkanlah ampunan
untuk mereka, dan bermusyawarahlah
dengan mereka dalam urusan itu
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